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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara
sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun,
dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis
instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan

dalam pelaksanaannya.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini disusun oleh
Tim Penyusun Revieu Renstra OPD melalui Surat Keputusan Kepala
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Penyusunan Renstra
SKPD diawali dengan pelaksanaan orientasi kepada Tim Penyusun dalam
rangka penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan
pembangunan nasional dan daerah. Lalu kemudian menyusun agenda
kegiatan Tim, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data dan
informasi secara simultan dengan perumusan Rancangan Renstra.
Sebelum ditetapkan, Renstra OPD terlebih dahulu diverifikasi oleh Badan
Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah untuk memastikan
bahwa Ranstra OPD sudah bersinergi dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dokumen-dokumen
perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJMD Provinsi, RPJM KI/L,
RPJMN dan RPJP.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis
Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang perlu disempurnakan atau

ditajamkan.




1.2.

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Review Renstra Badan

Pelayanan Pajak Kota Malang adalah:

¥

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 — 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa




1.3.

10.

11.

128

13.

14.

15;

Timur Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 - 2014;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
MalangTahun 2005-2025 ;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Malang Tahun 2014-2018;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Pelayanan Pajak Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Review Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah

Kota Malang dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun renstra

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu maksud penyusunan

Review Renstra Badan Pelayanan Pajak Kota Malang tahun 2014-2018,

adalah :

1.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara
perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana
strategis SKPD dan menunjang proses internalisasi perencanaan di

Badan Pelayanan Pajak Kota Malang guna menjamin tercapainya




penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan
berkelanjutan;

2. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota
Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan
Pajak Kota Malang;

3.  Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara
kronologis dan berkelanjutan;

4. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah
dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat
penyusunan, penuangan ke dalam Dokumen Review Renstra hingga
penjabarannya ke dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD dan R-
APBD.

Adapun tujuan penyusunan Review Renstra Badan Pelayanan

Pajak Kota Malang adalah agar :

1. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

2. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pajak
daerabh;

3.  Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi
pada masa depan; (Goals)

4. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
menghadapi tindakan masa depan,;

5. Keterkaitan antar komponen Renstra Badan dengan Renstra

Pemerintah Kota Malang menjadi jelas dan tidak biasa.




1.4.

SISTEMATIKA PENULISAN

Review Rencana strategis Badan Pelayanan Pajak Kota Malang

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2 Sumberdaya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP




2.1.

BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH

Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota
Malang No. 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota
Malang dan Peraturan Walikota Malang No. 84 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Layanan Pajak Daerah pada Badan Pelayanan

Pajak Daerah.

Badan Pelayanan Pajak Daerah merupakan perangkat daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang
keuangan khususnya pemungutan Pajak Daerah. Badan Pelayanan Pajak
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang
Kepala Bidang, yaitu: Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan,
Bidang Penagihan dan Pemeriksaan serta Bidang Pengembangan

Potensi (bagan terlampir).
2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan

daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah;




b. Penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak
Daerah;

Pengembangan potensi Pajak Daerah;

Pendataan, pendaftaran, dan penetapan Pajak Daerah;

Pemungutan Pajak Daerah;

= ® ol

Penyelesaian keberatan Pajak Daerah;

Penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan,

=

pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi,
dan kelebihan pembayaran atas Pajak Daerah.

h. Pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan
Pajak Daerah.

I Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

J- Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran
pajak daerah;

k. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam
kewenangannya;

l. Pengelolaan administrasi umum;

m. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

n. Penyelenggaraan UPT.

2.2. SUMBERDAYA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA
MALANG

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kota Malang dapat dikelompokkan menurut golongan
kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai
Badan Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 170 orang, terdiri dari
107 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 63 orang tenaga bantu
Badan Pelayanan Pajak Daerah yang menurut golongannya

terbagi dalam diagram berikut (data per Januari 2017):
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ASN TENAGA BANTU

erempuan
35

Laki - laki

44

TOTAL : 107 T

ASN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

SLTA; 53




ASN BERDASAR GOLONGAN

v I . 7

1/d, 13

/e, 7 ¥

lll/a, 16

2.2.2. Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pelayanan

Pajak Daerah Kota Malang dalam rangka mendukung kegiatan

organisasi meliputi :

a. Kantor (Gedung)

Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang terletak di Jl.

Mayjend Sungkono Gedung B lantai | Perkantoran Terpadu

Pemerintah Kota Malang di atas lahan seluas + 2.270 M? dan

bangunan seluas £ 2.270 dari luas bangunan tersebut seluas

1.870 MZ2.merupakan asset Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah dan seluas 400 M? merupakan asset Badan

Pelayanan Pajak Daerah. Rasio antara jumlah Bidang dan

jumlah ASN sebanyak 107 orang dengan luas bangunan

(kantor) sudah ideal.

10
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b. Sarana Kendaraan
Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 18 buah dan
roda 2 sebanyak 53 buah, seluruhnya dalam keadaan baik
dan berfungsi optimal. Walaupun dengan frekwensi kegiatan
operasional yang cenderung meningkat terutama operasi-
operasi terhadap penagihan Pajak Daerah sangat terasa
bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang
ekstra agar laik jalan dan berhasil guna dalam memperlancar

tugas-tugas dinas, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik
Peralatan elektronik (komputer) untuk memproses data dan
kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 76 buah. Untuk
beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih baik,
namun kapasitas dan performanya sudah ketinggalan,
sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam
yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan
tidak terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan
pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat
menujang fungsi dari komputer yang lama
tersebut.Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan
alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping
peralatan elektrik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

Alat Perforasi sebanyak 1 buah dalam kondisi baik.

KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA
MALANG

Dalam upaya mendukung kinerja Pemerintah Kota Malang yang
melingkupi fungsi pengelolaan Pajak Daerah maka peran Badan
Pelayanan Pajak Daerah sangat penting dalam menunjang kelancaran

tugas-tugas tersebut.

11



2.4,

Saat ini terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang dipungut

oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota malang, meliputi:

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan jalan
Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

© o I & RIS

Pajak Bumi dan Bangunan

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN BADAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG
Analisa SWOT adalah suatu metode penyusunan strategi

organisasi yang bersifat satu bisnis tunggal. Ruang lingkup bisnis tunggal
tersebut dapat berupa domestik maupun multinasional.

SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari :
Strength (S) artinya Kekuatan
Weakness (W) artinya Kelemahan

Opportunities (O) artinya Peluang

o g

Treath (T) artinya Ancaman atau kendala

Dimana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi
factor-faktor eksternal (O dan T) dan factor internal (S dan W)

Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha untuk penyusunan suatu rencana
matang untuk mencapai tujuan baik untuk tujuan jangka pendek maupun
tujuan jangka panjang.

Petunjuk umum yang sering digunakan untuk perumusan adalah :

1. Memanfaatkan kesempatan dan kekuatan (O dan S)

2. Atasi atau kurangi ancaman dan kelemahan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisa SWOT adalah

perkembangan hubungan atau interaksi antar unsur-unsur internal yaitu

12



kekuatan dan kelemahan terhadap unsure eksternal yaitu peluang dan

ancaman.

Strategi meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah adalah rencana

atau cara yang dilakukan Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam menggali

potensi pajak daerah malalui peningkatan penerimaan dari 9 jenis pajak

daerah yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di

Kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menggunakan analisa SWOT maka dapat diidentifikasi

apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang
dihadapi oleh BPPD Kota Malang yaitu :

1. Kekuatan (Strength) adalah situasi internal BPPD yang berupa

kompetensi/kapabilitas/sumberdaya yang dimiliki BPPD yang dapat

digunakan untuk menangani peluang dan ancaman. Kekuatan

tersebut terdiri dari :

a.

Sarana dan Prasarana yang cukup mendukung dalam mencapai
target penerimaan pajak daerah

Sumberdaya manusia yang berpengalaman dan punya komitmen
dalam mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah
ditetapkan

Regulasi tentang penerimaan pajak daerah yang terbaru.
Dibentuknya UPT di 5 Kecamatan dapat memperluas jangkauan
pelayanan kepada masyarakat

2. Kelemahan (Weakness) adalah situasi internal BPPD yang berupa

kompetensi/Kapabilitas/Sumberdaya yang dimiliki BPPD yang dapat

digunakan menangani kesempatan dan ancaman. Kelemahan

tersebut terdiri dari :

a.

Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian khusus
di bidang Teknologi Informasi, sehingga pengembangan teknologi
informasi yang dilaksanakan berjalan lambat dan belum bisa
dimanfaatkan secara optimal.

Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian legal

drafting, sehingga pengembangan regulasi berjalan lambat.

13



Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian
pembuatan peta PBB sehingga apabila ada perubahan obyek
pajak tidak dapat digambar petanya dengan cepat.

Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian penilaian
bumi dan bangunan sehingga penyelesaian berkas-berkas
permohonan yang mengharuskan verifikasi lapangan lambat.
Administrasi perpajakan yang masih bermasalah seperti data
obyek dan subyek pajak yg tidak akurat, data piutang pajak daerah
yang tidak akurat, dll

Kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang belum optimal.
Adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh petugas

pajak.

Peluang (Opportunity) adalah situasi eksternal BPPD yang berpotensi

menguntungkan BPPD dan organisasi lain yang bergerak dalam

bidang yang sama. Peluang tersebut terdiri dari :

a.

Jumlah Penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi
setiap usaha yang menjadi obyek pajak.

Letak Geografis yang strategis serta iklim sejuk merupakan lokasi
yang strategsi untuk mendirikan usaha yang dapat menjadi obyek
pajak.

Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah
Surabaya memiliki cita-cita sebagai Kota Industri, Kota Pendidikan
dan Kota Pariwisata, hal tersebut memberikan peluang yang
bagus bagi perkembangan berbagai usaha yang berpotensi
menjadi obyek pajak seperti usaha hotel, restoran, hiburan, parkir,
reklame, dll

Perkembangan teknologi informasi yg dapat dimanfaatkan utk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Adanya kerjasama yang baik dengan instansi yang terkait baik
vertical maupun horizontal

Jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang
banyak dapat membuka peluang kerjasama terkait peningkatan

penerimaan pajak daerah

14



Jumlah Bank yang banyak dapat membuka peluang kerjasama
dalam pelayanan tempat pembayaran pajak daerah.
Pertumbuhan wilayah lebih cepat yg menyebabkan nilai jual tanah
dan bangunan makin tinggi.

4. Ancaman (Threat) adalah situasi Eksternal BPPD yang berpotensi

menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang memiliki bidang

yang sama secara umum akan merasa dirugikan/dipersulit/terancam

apabila dihadapkan pada kondisi ekternal tersebut. Ancaman tersebut

terdiri dari

a.

Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang
menyadari kewajibannya membayar pajak

Masih adanya Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai
ketentuan

Ketidakpastian kondisi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap

kelangsungan usaha wajib pajak

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap Kekuatan (Strength), Kelemahan

(Weakness), Peluan (Opportunities) dan Ancaman (Threath) maka

strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO yaitu menggunakan kekuatan internal BPPD untuk meraih

peluang yang ada. Adapun strategi dimaksud adalah sebagai berikut

d.

mengoptimalkan program pengembangan teknologi informasi dan
telekomunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib
pajak

Kajian-kajian tentang peningkatan penerimaan pajak daerah
Kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka penerimaan
pajak Daerah

Pemutakhiran Data Obyek dan Wajib Pajak Daerah

2. Strategi ST yaitu mengurangi dampak dari ancaman Eksternal BPPD

dengan kekuatan internal BPPD. Adapun strategi dimaksud adalah

sebagai berikut :
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b.
C.

Mengoptimalkan program peningkatan kesadaran wajib pajak
daerah dengan berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi
Pemeriksaan obyek pajak

Pengembangan potensi Pajak Daerah

3. Strategi WO vyaitu menggunakan peluang Eksternal BPPD untuk

mengurangi kelemahan internal BPPD. Adapun strategi dimaksud

adalah sebagai berikut :

a.

e.

Menambah jumlah SDM yang memiliki keahlian tertentu seperti
keahlian dibidang Teknologi Informasi, keahlian di bidang legal
drafting, keahlian di bidang Pembuatan Peta PBB dan keahlian di
bidang penilaian bumi dan bangunan.

Sensus Pajak Daerah

Cleansing piutang Pajak daerah

Meningkatkan kualitas SDM melalui bimbingan teknis perpajakan
daerah

Pemberian sanksi kepada wajib pajak

4. Strategi WT yaitu strategi untuk mengurangi kelemahan Internal dan

ancaman Eksternal BPPD. Adapun strategi dimaksud adalah sebagai
berikut :

a.

Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
WBBM untuk membentuk petugas pajak yang bersih
Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan prima.

Kerjasama dengan BPKP dan Kejaksaan mengatasi wajib pajak

yang tidak taat

Analisa SWOT yang telah diuraikan tersebut diatas dapat kami sajikan

dalam bentuk matrik yang lebih ringkas sebagai berikut :
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MATRIK ANALISA SWOT

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weakness)

Sarana dan Prasarana yang cukup mendukung
dalam mencapai target penerimaan pajak daerah;

Sumberdaya manusia yang berpengalaman dan
punya komitmen dalam mencapai target
penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan;

Regulasi tentang penerimaan pajak daerah yang up
to date;
Dibentuknya UPT di 5 Kecamatan dapat

memperluas jangkauan pelayanan kepada
masyarakat.

Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki
keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi,
sehingga pengembangan teknologi informasi yang
dilaksanakan berjalan lambat dan belum bisa
dimanfaatkan secara optimal;

Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki
keahlian legal drafting, sehingga pengembangan
regulasi berjalan lambat;

Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki
keahlian pembuatan peta PBB sehingga apabila ada
perubahan obyek pajak tidak dapat digambar
petanya dengan cepat;

Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki
keahlian penilaian bumi dan bangunan sehingga
penyelesaian berkas-berkas permohonan yang
mengharuskan verifikasi lapangan lambat;

Administrasi perpajakan yang masih bermasalah
seperti data obyek dan subyek pajak yg tidak akurat,
data piutang pajak daerah yang tidak akurat, dll;
Kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang belum
optimal;

Adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang
oleh petugas pajak.

Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threats)

Jumlah Penduduk yang banyak merupakan
peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi
obyek pajak;

Letak Geografis yang strategis serta iklim sejuk
merupakan lokasi yang strategsi untuk mendirikan
usaha yang dapat menjadi obyek pajak;

Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa
Timur setelah Surabaya memiliki cita-cita sebagai
Kota Industri, Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata,
hal tersebut memberikan peluang yang bagus bagi
perkembangan berbagai usaha yang berpotensi
menjadi obyek pajak seperti usaha hotel, restoran,
hiburan, parkir, reklame, dll;

Perkembangan teknologi informasi yg dapat
dimanfaatkan utk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat;

Adanya kerjasama yang baik dengan instansi yang
terkait baik vertical maupun horizontal;

Jumlah Perguruan Tinggi baik negeri maupun
swasta yang banyak dapat membuka peluang
kerjasama terkait peningkatan penerimaan pajak
daerah;

Jumlah Bank yang banyak dapat membuka peluang
kerjasama dalam pelayanan tempat pembayaran
pajak daerah;

Pertumbuhan wilayah lebih cepat yg menyebabkan
nilai jual tanah dan bangunan makin tinggi.

Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan
kurang menyadari kewajibannya membayar pajak;
Masih adanya Wajib pajak yang membayar pajak
tidak sesuai ketentuan;

Ketidakpastian kondisi ekonomi yang akan
berpengaruh terhadap kelangsungan usaha wajib
pajak.
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Strategi S - O

Strategi W - O

Mengoptimalkan program pengembangan
teknologi informasi dan telekomunikasi
untuk meningkatkan pelayanan kepada
wajib pajak;

Kajian-kajian tentang peningkatan
penerimaan pajak daerah;

Kerjasama dengan pihak perbankan dalam
rangka penerimaan pajak Daerah;

Pemutakhiran Data Obyek dan Wajib Pajak
Daerah.

w

Menambah jumlah SDM yang memiliki keahlian
tertentu seperti keahlian dibidang Teknologi
Informasi, keahlian di bidang legal drafting,
keahlian di bidang Pembuatan Peta PBB dan

keahlian di bidang penilaian bumi dan bangunan;

Sensus Pajak Daerah;
Cleansing piutang Pajak daerah;

Meningkatkan kualitas SDM melalui bimbingan
teknis perpajakan daerabh;

Pemberian sanksi kepada wajib pajak.

Strategi S-T

Strategi W -T

Mengoptimalkan program peningkatan
kesadaran wajib pajak daerah dengan
berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi;

Pemeriksaan obyek pajak;
Pengembangan potensi Pajak Daerah.

Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan WBBM untuk membentuk
petugas pajak yang bersih;

Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan
prima;

Kerjasama dengan BPKP dan Kejaksaan
mengatasi wajib pajak yang tidak taat.
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SHE

3.2.

BAB Il
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pelayanan Pajak

Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas

hasil identifikasi permasalahan yang didasarkan pada analisis gambaran

pelayanan. Penilaian terhadap kondisi organisasi Badan Pelayanan Pajak

Daerah Kota Malang dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan

dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka dapat kami
identifikasikan sebagai berikut:

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib
pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya,
sehingga rawan terjadi kebocoran pajak.

2. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui
secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada.

3. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010,
yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal-usul
penugasan, dan ethos kerja individual.

4. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada
masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran
kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus

ditingkatkan.
TELAAHAN ATAS VISI, MISI DAN TUJUAN RPJMD

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1

angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
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akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam
RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada
pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh
karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota
Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program
Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari

semua acuan dimaksud.

Visi pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 adalah :

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA
BERMARTABAT”

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah
ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan
Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap
wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh
aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar
membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan
di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah
rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

RUMUSAN MISI

Pengertian Misi menurut Undang-undang 25 tahun 2004 pasal 1
angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi
sebagaimana tersebut di atas, maka Misi Kota Malang Tahun 2013-2018
adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas, aksesbilitas dan pemerataan pelayanan
pendidikan dan kesehatan;
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Sk,

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah;

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat
rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial;

4. Meningkatkan pembangunan infrasutruktur dan daya dukung Kota
yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta
berwawasan lingkungan;

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan
publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.

Dari rumusan Visi dan Misi yang diangkat dari visi, misi dan
program Kepala Daerah terpilih dan menjadi rumusan Visi dan Misi
pembangunan Kota Malang periode 2013-2018 dengan mengangkat jargon
Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang
periode 2013-2018, tentu hal ini tidak implementatif pada semua OPD
terutama pada Badan Pelayanan Pajak Daerah. Hal ini dikarenakan pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
(termasuk wong cilik) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Selain itu penggunaan bahasa yang bersayap juga
menimbulkan makna ganda sehingga untuk mengimplementasikan Misi
yang ada menjadi kurang fokus dan bisa menjadi hambatan dalam

pencapaian tujuan yang diinginkan.

TELAAHAN RENSTRA OPD LAINNYA

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor
yang mempengaruhinya menjadi perhatian atas penyusunan Renstra OPD
lainnya. Hal ini tidak lepas dari adanya ketentuan SPM yang harus dipenuhi.

Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan
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3.4.

dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh
stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan
dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-
undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa
hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun apsek

teknis administrasi.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH KOTA MALANG

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal,
regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan
sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan
kinerja lembaga, maka Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam
mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang
berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan
amanat RPIJMD Kota Malang, sehingga menuntut terjadinya peningkatan
layanan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah dalam orientasi dan
pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan mendukung program
pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi, dan
program Pemerintah Kota Malang tahun 2014-2018.

Bertolak dari telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu
strategis yang akan berpengaruh terhadap Dispenda adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas petugas pemungut pajak dalam rangka
memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas;

2. Tata kelola penerimaan Pajak Daerah yang kurang efektif dan efisien
sehingga berpengaruh pada akuntabilitas dan ketepatan pemenuhan
pelaporan keuangan;

3. Belum optimalnya penagihan atas piutang Pajak Daerah yaitu ditandai

dengan semakin bertambahnya nilai piutang Pajak Daerah.

22



4.1

4.2

4.3

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Sejalan dengan visi dan misi yang diemban Walikota Malang,
maka tujuan yang ingin dicapai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota

Malang adalah:

“MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”

SASARAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pelayanan
Pajak Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang

dimaksud diatas yaitu :

“PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”

STRATEGI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi
dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber
daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan
yang dihadapi, peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah
kebijakan pembangunan.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan
dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat
diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan
eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci
keberhasilan.

Strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang adalah
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4.4

sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan program pengembangan teknologi informasi dan
telekomunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;

2. Kajian-kajian tentang peningkatan penerimaan pajak daerah;

3. Kerjasama dengan pihak perbankan dalam rangka penerimaan pajak
Daerah;

4. Pemutakhiran Data Obyek dan Wajib Pajak Daerah;

5.  Menambah jumlah SDM yang memiliki keahlian tertentu seperti
keahlian dibidang Teknologi Informasi, keahlian di bidang legal
drafting, keahlian di bidang Pembuatan Peta PBB dan keahlian di
bidang penilaian bumi dan bangunan;

6. Sensus Pajak Daerah;

7. Cleansing piutang Pajak daerah;

8. Meningkatkan kualitas SDM melalui bimbingan teknis perpajakan

daerabh;

9. Pemberian sanksi kepada wajib pajak;

10. Mengoptimalkan program peningkatan kesadaran wajib pajak daerah
dengan berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi;

11. Pemeriksaan obyek pajak;

12. Pengembangan potensi Pajak Daerah;

13. Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan
WBBM untuk membentuk petugas pajak yang bersih;

14. Melaksanakan Bimbingan Teknis pelayanan prima;

15. Kerjasama dengan BPKP dan Kejaksaan mengatasi wajib pajak yang
tidak taat.

KEBIJAKAN BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan
strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran
dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan
merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan
pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan
mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan
terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga
fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.

Kebijakan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang meliputi :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian
kinerja, dan keuangan
Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah
Program Optimaslisasi Pelayanan UPT

e =

(1
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dalam Review Renstra Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota
Malang merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kota Malang yang
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.
Berdasar SOTK yang baru telah merubah bentuk SKPD dari Dinas Pendapatan
Daerah Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang,
maka perlu dilakukan penyesuaian dalam rencana program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran
program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal
RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program
prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini
didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pelayanan

Pajak Daerah Kota Malang.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan

dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis
dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah, dalam hal ini Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, guna

mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis
sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta
kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam

kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
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1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program yang dilaksanakan guna

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan Pajak

Daerah Kota Malang sehari-hari dalam memberikan pelayanan di bidang

Pendapatan Daerah. Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam program
tahun 2013 — 2018 ini berupa :

a.

b
C.
d.
e

— [S—

S 3

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan  kendaraan
dinas/operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pawai pembangunan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini meliputi berbagai kegiatan untuk peningkatan sarana

dan prasarana aparatur. Program ini dilaksanakan dalam program tahun
2013 - 2018 yang meliputi :

a.
b.

C.

Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeiharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
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3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai
dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga semua pegawai
mampu bekerja dengan maksimal. Program ini dilaksanakan dalam program
tahun 2013 - 2018 yang meliputi :
a. Pengembangan SDM

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja dan Keuangan
Program ini merupakan program yang dilaksanakan sebagai
bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah. Program ini dilaksanakan
dalam program tahun 2013 — 2018. Program ini meliputi kegiatan :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 pada Badan Pelayanan Pajak Daerah
Kota Malang

e. Penyusunan dokumen Survey Kepuasan Masyarakat
f. Penyusunan dokumen review SOP

g. Penyusunan dokumen ANJAB, ABK dan Peta Jabatan

5. Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
Program ini merupakan kegiatan dalam menunjang capaian
penerimaan Pajak Daerah yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kota Malang. Program ini dilaksanakan setiap tahun selama tahun
2013 — 2018 yang meliputi kegiatan :
a. Penetapan, pemrosesan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak
Daerah

b. Pendataan dan pemantauan Objek dan Wajib Pajak Daerah
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c. Pendaftaran, pemrosesan dan pendistribusian Wajib Pajak Daerah

baru

Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak
atas usaha yang dilakukannya, memperkecil tunggakan atas piutang pajak
serta menyelesaikan sengketa/keberatan oleh wajib pajak atas penetapan
pajaknya. Program ini dilaksanakan setiap tahun selama tahun 2013 — 2018,
yang mana pada tahun 2017 ini disesuaikan dengan SOTK yang baru yang
meliputi kegiatan dalam penertiban pajak Daerah Lainnya maupun pajak
PBB dan BPHTB. Kegiatan secara rinci dapat dilihat pada table 5.1 yang
meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeriksaan Pajak Daerah;
b. Penagihan Piutang Pajak Daerah;
C. Proses Penyelesaian Sengketa/Keberatan Pajak Daerah.

Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah

Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka
mengembangkan potensi pajak yang ada melalui kajian, sosialisasi sadar
pajak, monitoring dan evaluasi serta mengembangkan suatu aplikasi yang
mampu mendukung system perpajakan daerah. Sehingga diharapkan
melalui program ini dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dari
waktu ke waktu menjadi semakin baik.

Secara rinci dapat dilihat pada table 5.1 yang meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a. Kajian Pajak Daerah;
b Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah;
c. Monitoring Dan Evaluasi Atas Penerimaan Pajak Daerah;
d Pengembangan Dan Pendampingan Sistem Aplikasi Perpajakan

Daerah.
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Program Optimalisasi Pelayanan UPT

Program ini merupakan program yang dilaksanakanan dalam
rangka mengembangkan pelayanan perpajakan daerah di UPT.

Kegiatan secara rinci dapat dilihat pada table 5.1 yang meliputi
kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi Pemantauan Wajib Pajak Daerah;
b.  Operator layanan UPT;
c. Fasilitasi Distribusi Surat Ketetapan Pajak Daerah.
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Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pelayanan Pajak Daerah

3 Urusan
Penunjang
Pemerintahan
3 02 Keuangan
Mengoptimalk Peningkatan Nilai survey 3 02 3.02 01 Program - - 100% 4,715,800,000 100% 4,715,800,000 100% 4,715,800,000
an i i Pajak Pelayanan - -
Pajak Daerah Daerah Masyarakat Administrasi
Perkantoran
3 02 3.02 01 01 Penyediaan Tertatanya 180,000,000 180,000,000 180,000,000
jasa surat arsip Pajak - - - -
menyurat Daerah dengan
rapi dan
terklasifikasi
dengan baik;
Ter-registernya
surat menyurat
dengan tertib
3 02 3.02 01 02 Penyediaan Tersedianya 1,220,800,000 1,220,800,000 1,220,800,000
jasa sarana - - - -
komunikasi, sosialisasi dan
sumber daya publikasi
air dan listrik kegiatan
3 02 3.02 01 03 Penyediaan Tersedianya 50,000,000 50,000,000 50,000,000
jasa peralatan barang dan - - - -
dan jasa penghias
perlengkapan ruangan
kantor
3 02 3.02 01 05 Penyediaan Premi asuransi 55,000,000 55,000,000 55,000,000
jasa jaminan kendaraan - - - -
barang milik operasional
daerah
3 02 3.02 01 06 Penyediaan Tersedianya 25,000,000 25,000,000 25,000,000
jasa STNK g = - -
pemeliharaan kendaraan
dan perizinan operasiona
kendaraan
dinas/operasio
nal
3 02 3.02 01 08 Penyediaan Tersedianya 35,000,000 35,000,000 35,000,000
jasa kebersihan STNK 3 3 - -
kantor kendaraan
operasiona
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Penyediaan Tersedianya 200,000,000 200,000,000 200,000,000
jasa perbaikan jasa perbaikan =
peralatan kerja peralatan kerja
3 02 3.02 01 10 Penyediaan Tersedianya 160,000,000 160,000,000 160,000,000
alat tulis alat tulis -
kantor kantor
3 02 3.02 01 11 Penyediaan Tersedianya 125,000,000 125,000,000 125,000,000
barang cetakan barang cetakan -
dan dan
penggandaan penggandaan
3 02 3.02 01 12 Penyediaan Tersedianya 15,000,000 15,000,000 15,000,000
komponen komponen -
instalasi instalasi
listrik/peneran listrik/peneran
gan bangunan gan bangunan
kantor kantor
3 02 3.02 01 13 Penyediaan Tersedianya 2,237,480,400 2,237,480,400 2,237,480,400
peralatan dan peralatan dan -
perlengkapan perlengkapan
kantor kantor
3 02 3.02 01 15 Penyediaan Tersedianya 12,519,600 12,519,600 12,519,600
Bahan Bacaan bahan bacaan 2
dan Peraturan dan peraturan
Perundang- perundang-
Undangan undangan
3 02 3.02 01 17 Penyediaan Tersedianya 75,000,000 75,000,000 75,000,000
makanan dan makanan dan -
minuman minuman
untuk rapat
dan tamu
3 02 3.02 01 18 Rapat-rapat Terlaksananya 300,000,000 300,000,000 300,000,000
koordinasi dan rapat -
konsultasi koordinasi dan
keluar daerah konsultasi
3 02 3.02 01 31 Pawai Tersedianya 25,000,000 25,000,000 25,000,000
Pembangunan sarana pawai -
pembangunan
3 02 3.02 02 Program 100% 1,000,000,000 100% 1,150,000,000 100% 1,150,000,000
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
3 02 3.02 02 10 Pengadaan Tersedianya 150,000,000 150,000,000 150,000,000
mebeleur mebeleur =
3 02 3.02 02 14 Pemeliharaan Terpeliharanya 100,000,000 - -
rutin/berkala mobil jabatan -
mobil jabatan dengan bai
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Pemeliharaan

Terpeliharanya

750,000,000

750,000,000

750,000,000

rutin/berkala kendaraan &
dinas/operasio
dinas/operasio nal dengan
nal baik
Pengadaan Jumlah 150,000,000 150,000,000
kendaraan kendaraan =
dinas/operasio dinas
nal
Pemeliharaan Gedung kantor 100,000,000 100,000,000
rutin/berkala dalam keadaan 3
gedung kantor baik
02 3.02 05 Program 100% 448,700,000 100% 350,000,000 100% 350,000,000
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
02 3.02 05 07 Pengembangan Terlaksananya 448,700,000 - -
SDM Bimtek dan -
Diklat Fiscus
Peningkatan Jumlah fiskus - 350,000,000 350,000,000
kompetensi terlatih -
SDM Aparatur
02 3.02 06 Program 100% 475,000,000 100% 711,250,000 100% 711,250,000
peningkatan
pengembanga
n sistem
pelaporan,
capaian
kinerja, dan
keuangan
02 3.02 06 01 Penyusunan Jumlah laporan 50,000,000 45,500,000 45,500,000
laporan capaian kinerja -
capaian kinerja dan ikhtisar
dan ikhtisar realisasi kinerja
realisasi kinerja
SKPD
02 3.02 06 02 Penyusunan Tersusunnya 125,000,000 - -
laporan laporan -
keuangan keuangan
semesteran
02 3.02 06 04 Penyusunan Tersusunnya 25,000,000 - -
pelaporan laporan -
keuangan akhir keuangan yang
tahun tertib
02 3.02 06 11 Sertifikasi Terbitnya 125,000,000 - -
SMM 1SO sertifikasi 1SO .
9001:2015 9001:2015
pada Badan
Pengelola
Pajak Daerah
Kota Malang
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02 3.02 06 12 Penyusunan Tersusunnya 50,000,000 > -
dokumen dokumen = = -
Survey Survey
Kepuasan Kepuasan
Masyarakat Masyarakat
(SKM)
02 3.02 06 13 Penyusunan Tersusunnya 50,000,000 - -
dokumen dokumen SOP = E =
review SOP Badan
Pelayanan
Pajak Daerah
Kota Malang
02 3.02 06 14 Penyusunan Tersedianya 50,000,000 - -
dokumen dokumen - - -
ANJAB, ABK ANJAB, ABK
dan Peta dan Peta
Jabatan Jabatan Badan
Pelayanan
Pajak Daerah
Kota Malang
Penerapan Terbitnyasertifi - 100,000,000 100,000,000
SMM ISO kat 1SO - - -
9001:2015 9001:2015
Pelaksanaan Hasil survey - 50,000,000 50,000,000
Survey kepuasan - - -
Kepuasan masyarakat
Masyarakat
Penyusunan Anggaran yang - 65,750,000 65,750,000
Rencana tersusun tepat - - -
Kegiatan dan waktu
Anggaran
Pengelolaan Jumlah diskus - 300,000,000 300,000,000
Zona Integritas yang mengikuti - - -
Menuju WBK bimtek
peningkatan
integritas
Penyusunan Jumlah - 150,000,000 150,000,000
laporan dokumen - - -
keuangan laporan
keuangan yang
Program 100% 247,320,000 100% 247,320,000
Optimaslisasi
Pelayanan UPT
Fasilitasi Terpantaunya 58,080,000 58,080,000
Pemantauan jumlah WPD - - -
Wajib Pajak
Daerhah
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Operasional Terlaksananya 131,160,000 131,160,000
pelauanan UPT pelayanan - - - - -
Pajak Daerah di
wilayan
Kecamatan
Kedungkandan
9
Fasilitasi Tercapainya 58,080,000 58,080,000
Distribusi Surat pendistribusian - - - - -
Ketetapan SKPD
Pajak Daerah
Peningkatan 02 3.02 22 Program - - 100% 3,518,988,200 100% 2,250,000,000 100% 2,250,000,000
Pajak Daerah Pengembanga - -
n Potensi
Pajak Daerah
02 3.02 22 01 Kajian Pajak Dokemen 217,238,200 - -
Daerah laporan kajian - - - -
pajak daerah
dan kajian
produk hukum
02 3.02 22 02 Peningkatan Pelaksanaan 2,455,550,000 2,000,000,000 2,000,000,000
kesadaran kegiatan - - - -
Wajib Pajak peningkatan
Daerah pemahaman
untuk Wajib
Pajak, dalam
bentuk
sosialisasi
peraturan,
blusukan,
gebyar sadar
pajak, publis
reklame dan
launching SPPT
PBB
02 3.02 22 03 Monitoring dan Pelaksanaan 50,000,000 - -
Evaluasi atas Monitoring - - - -
penerimaan terhadap
Pajak Daerah perkembangan
penerimaan
pajak daerah
;mengevaluasi
hasil
monitoring dan
realisasi pajak
daerah dan
melaporkan
realisasi pajak
daerah per-
bulan
02 3.02 22 04 Pengembangan Pengembangan 796,200,000 - -
dan Aplikasi 5 - - -
pendampingan Perpajakan
sistem Aplikasi
perpajakan
daerah
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Monitoring dan Frekuensi - 100,000,000 100,000,000
Evaluasi monitoring dan -
penerimaan penerimaan
Pajak Daerah pajak daerh
Pengembangan Jumlah aplikasi - 150,000,000 150,000,000
sisten sistem =
informasi perpajakan
manajemen daerah yang
perpajakan dikembangkan
daerah
Peningkatan 02 3.02 20 Program 100% 3,578,861,800 100% 3,578,861,800 100% 3,578,861,800
Jumlah Wajib Pendataan,
Pajak Daerah Pendaftaran
dan Penetapan
Pajak Daerah
02 3.02 20 01 Penetapan, Terbitnya 1,859,261,800 - -
Pemrosesan, SPTPD,SSPD,SK =
dan PD,SSPD
Pendistribusian BPHTB
Surat
Ketetapan
Pajak Daerah
02 3.02 20 02 Pendataan dan Terlaksananya 1,519,600,000 1,519,600,000 1,519,600,000
Pemantauan kegiatan -
Obyek dan pendataan
Wajib Pajak potensi dan
Daerah pemantauan
objek pajak
02 3.02 20 03 Pendaftaran, Kartu NPWPD 200,000,000 - -
pemrosesan, -
dan
pendistribusian
WPD Baru
Penetapan dan Memproses - 1,859,261,800 1,859,261,800
Pendistribusian dan =
Surat menetapkan
Ketetapan SPPT, SKDP,
Pajak Daerah SKPDKB,
SKPDLB, dan
SKPDN
Pendaftaran Tercetak dan - 200,000,000 200,000,000
dan tersampaikann -
pendistribusian ya NPWPD bagi
NPWPD WPD baru
Penurunan 02 3.02 21 Program 100% 1,262,650,000 100% 1,313,000,000 100% 1,313,000,000
tunggakan Penagihan dan
Pajak Daerah Pemeriksaan

Pajak Daerah
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Pemeriksaan Terlaksananya 433,550,000 460,000,000 460,000,000
Pajak Daerah Pemeriksaan -
Atas Wajib
Pajak Daerah
yang
menunggak
Pajak Daerah ;
Terlaksananya
Operasi
Gabungan
Sadar Pajak
02 3.02 21 02 Penagihan Tertagihnya 731,000,000 755,000,000 755,000,000
piutang Pajak tunggakan -
Daerah pajak Daerah
02 3.02 21 03 Proses Berkas 98,100,000 - -
penyelesaian pengajuan -
sengketa/kebe keberatan
ratan Pajak Pajak Daerah
Daerah yang terproses
dan
Penyelesaian Terprosesnya - 98,000,000 98,000,000
sengketa/kebe pengajuan -
ratan Pajak dengketan dan
Daerah keberatan
pajak daerah
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk 5 (lima) tahun kedepan sejak tahun 2013-2018 Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mempunyai tujuan dan
sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD telah direview sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

KONDISI AWAL TARGET

NO. INDIKATOR TUJUAN RUMUS 2013 TAHUN 2018

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 113.42% 100%

1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah X 100%

Target Penerimaan Pajak Daerah

... = Biaya Pemungutan Pajak Daerah
2. Rasio Efisiensi Pajak Daerah X 100% <5% <5%

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
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SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KONDISI TARGET STRATEGI KET
URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN TAHUN KEBIJAKAN PROGRAM
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Meningkatnya . % Peningkatan Penerimaan pajak daerah tahun (x) — 49.88% 10% 10% 10% 10% 10% Penggalian Program Pendataan,
Penerimaan Pajak Daerah - - X 100% potensi Pajak Pendaftaran dan
Pajak Daerah penerimaan pajak daerah tahun (x-1) Daerah dan Penetapan Pajak
penerimaan pajak daerah tahun (x-1) Sosialisasi Daerah
Perpajakan
Daerah
. % Peningkatan Wajib Pajak Daerah tahun (x) — 1% 5% 5% 5% 5% 5% Sensus Pajak Program
Wajib Pajak — - X 100% Daerah dan Pengembangan Potensi
Daerah Wajib Pajak Daerah tahun (x-1) 0 pemutakhiran data | Pajak Daerah
Wajib Pajak Daerah tahun (x-1)
. % Penurunan Tunggakan pajak daerah tahun (x-1) — - 5% 5% 5% 5% 5% Pemeriksaan Program Penagihan dan
Tunggakan - X 100% Obyek Pajak dan Pemeriksaan Pajak
Pajak Daerah tunggakan pajak daerah tahun (x) 0 pemberian sanksi | Daerah
tunggakan pajak daerah tahun (x-1) kepada Wajib
Pajak
. Nilai Survey Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 77.62 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 | Peningkatan mutu 1.Program Pelayanan
Kepuasan pelayanan publik Administrasi
Masyarakat melalui bimbingan Perkantoran

teknis pelayanan
prima dan
berintegritas

2.Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur

3.Program peningkatan
kapasitas sumber
daya Aparatur

4.Program peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

5.Program Optimalisasi
Pelayanan UPT
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BAB VII
PENUTUP

Review Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan
Pelayanan Pajak Daerah Daerah dalam 5 tahun kedepan, dimana diperlukan
konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk
dalam upaya Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk merealisasikan
RPJMD tahun 2013-2018 secara lebih substansi bagi masyarakat Kota Malang.
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing—masing bidang dapat dan

perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Review Renstra ini harus
dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pelayanan
Pajak Daerah Kota Malang serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan,
karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan
mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita
sesuai dengan Review Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan
partisipasi aktif seluruh aparat serta masyarakat Kota Malang kita perlukan agar

tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan

bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Malang, Januari 2017

KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH
KOTA MALANG

Ir. H. ADE HERAWANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19681017 199203 1 006

39



LAMPIRAN

DNVANVI ONOaIM ONIFINTI™

NVIVIANVOAM Ld() NVLVINVIAM Ld))

NYHO4dVTad NV VILAMONTS
ISVIITVAT "ONTHOLINOIW NVIVSATIANG
DONYA1949nS ONVAI940S

NVNVAVIAd
WHLSIS NVONVENIDONED
DONValggns

NVVSIRINAd
ONVAIEENS

ISNALOd NVTTVOIONTd

ONVAIFE1S NYHIDVYNAd ONVAIHENS

ISNH1LOd A

: NVVSMIHIWA
NYONVEWIONID Rt o bacelyy
(ot NVA NVHIOVNE ONVAIg

NVAVLANT] ISMIS

NVHVLIVANA ISMNUS

NYVLVANAd ISMES

NVAV.LINGd
NYVUNVIVILAVANA
NVVIVANEd ONVaig

NV g NVIVAVOIdAN

NV0 NVYNYONTHId Tt bty
NVIOVERAS NYa WAW OV

TVNOISONIA

SRV.LIANES

NVAvE ViIvdad

ONVIVIA V10X HYY3IVA XVIVd NVNVAY13d Nvavd
ISVSINVOYHO dNIMNNYLS

LYEVI MOJINOTIN

40



